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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian serta penjelasan tentang skripsi dengan judul 

‚Studi Komparasi Antara Kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Sawahan Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar 

Kabupaten Mojokerto Terhadap Pelaksanaan Wali Hakim Sebab Wali 

Mujbir Non Muslim‛ maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepala KUA Kecamatan Sawahan berpendapat bahwa wali hakim 

bertindak menjadi wali nikah jika wali (ayah atau kakek) non muslim, 

meskipun wali ab‘ad masih ada yang Islam. 

Hal ini didasarkan pemahaman atau penafsiran Kepala KUA Kecamatan 

Sawahan pada pasal 2 ayat (1) PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 

30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dan pasal 18 ayat (4) PMA 

(Peraturan Menteri Agama) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan 

Nikah, bahwa ‚Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk 

menjadi wali hakim apabila wali nasabnya tidak memenuhi syarat‛, 

memasukkan ketentuan tidak memenuhi syarat ini, hanya ayahnya non 

muslim, maka hak kewaliaannya langsung berpindah pada wali hakim. 
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2. Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar berpendapat tidak dilaksanakannya 

wali hakim ketika wali (ayah atau kakek) non muslim, namun yang 

bertindak selaku wali nikah yaitu wali ab‘ad (saudara laki-laki kandung), 

jika wali ab‘ad juga non muslim beralih ke hakim. 

Hal ini didasarkan pada pasal 22 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa 

‚apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat 

sebagai wali nikah (muslim, aqil, baligh pasal 20 ayat 1 Kompilasi 

Hukum Islam), maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang 

lain menurut derajat berikutnya‛. Juga berdasar pendapat jumhur ulama 

yang mengatakan bahwa perwalian dapat berpindah ke urutan selanjutnya 

(wali ab‘ad), apabila wali aqrab-nya non muslim. 

3. Persamaan dan perbedaan antara pendapat Kepala KUA Kecamatan 

Sawahan Kota Surabaya dan Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar 

Kabupaten Mojokerto tentang pelaksanaan wali hakim sebab wali mujbir 

non muslim: 

a. Persamaan 

Persamaan dari kedua pendapat Kepala KUA Kecamatan Sawahan dan 

Mojoanyar adalah menganggap wali mujbir non muslim tergolong 

kriteria wali nasab tidak memenuhi syarat, dikatakan tidak memenuhi 

syarat karena wali tidak memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim. 

b. Perbedaan 

Perbedaan dari kedua pendapat Kepala KUA tersebut di atas adalah 

terkait pelaksanaan wali nikah sebab wali mujbir non muslim, Kepala 
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KUA Kecamatan Sawahan berpendapat bahwa wali hakim bertindak 

menjadi wali nikah jika wali (ayah) non muslim meskipun wali ab‘ad 

masih ada yang Islam, sedangkan Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar 

berpendapat bahwa tidak dilaksanakannya wali hakim ketika wali 

(ayah atau kakek) non muslim, namun yang bertindak selaku wali 

nikah yaitu wali ab‘ad (saudara laki-laki kandung), jika wali ab‘ad juga 

non muslim beralih ke hakim. 

 

B. Saran 

Bagi seluruh Kepala KUA kecamatan di Indonesia, khususnya 

Kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya bahwa apabila terjadi 

kasus yang serupa tentang wali non muslim, lebih tepat kiranya lakukanlah 

wali ab‘ad karena ketentuan ini sangat sesuai baik dengan hukum shara’ 

maupun aturan perundang-undangan khususnya seputar tentang intiqal wali. 

Ketentuan final bagi Kepala KUA adalah peraturan perundang-undangan 

yang merupakan hierarki dan wajib ditaati (jika tidak berpedoman akan 

dikenai sanksi dan hukuman). Begitu juga sebagai bahan kajian bagi peneliti 

selanjutnya untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar masing-

masing kebijakan KUA tentang wali non muslim dapat diseragamkan. 


